
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 
 

BAB II 

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM 

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Dalam hukum positif menurut Prof Moeljatno, SH yang dimaksud 

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang 

siapa yang melanggar aturan tersebut.
13

 Dalam hukum pidana suatu 

pelanggaran hukum disebut perbuatan melawan hukum  

(wederrrechtelijke handeling) dengan kata lain pelanggaran hukum itu 

untuk menghukum pidana yang memuat perbuatan melawan hukum. 

Diantara pelanggaran hukum ada beberapa yang diancam dengan 

hukuman pidana. 

 Tindak pidana dalam Islam disebut dengan jarimah atau jinayah. 

Namun keduanya mempunyai definisi masing-masing. Jarimah berasal 

dari kata  جزم  –يجزم  –جزيوة   yang artinya berbuat dosa atau berbuat 

jahat.
14

 Adapun pengertian jarimah adalah larangan-larangan syara yang 

apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam 

hal ini kata jarimah mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan 

                                                           
13

 www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA diakses pada 3 Juni 2015 

pukul 07.00 WIB 
14

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,  (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 9. 
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atau meninggalkan, aktif atau pasif. Oleh karena itu, perbauatn jarimah 

bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan 

tetapi juga dianggap sebagai jarimah bila seseorang meninggalkan 

perbuatan yang harus dia kerjakan. Abdul Qadir Audah menjelaskan 

maslah ini dengan mengatakan bahwa kata (larangan) seperti yang 

termaktub dalam definisi di atas menjelaskan bahwa mahdhurat atau 

larangan adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau 

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
15

 

Jinayah artinya berbuat dosa, perbuatan salaha, atau jahat. Jinayah 

adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (fi’il madhi) janaa yang 

mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang 

telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan 

jaani. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah, yang 

artinya wanita yang berbuat dosa. Dr Abdul Kadir Audah dalam kitabnya 

At-Tasyri Al Jina’I Al Islamy menjelaskan arti kata jinayah adalah 

jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek 

seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi perbuatan yang 

diharamkan oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, 

maupun selain jiwa dan harta benda.
16

 

Larangan  tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan 

yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 

Pengertian tersebut adalah pengertian umum yang disamakan dengan 

                                                           
15

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 14 
16

 Ibid, 12 
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dosa dan kesalahan, karena pengertian kata tersebut adalah pelanggaran 

terhadap perintah dan larangan agama, yang akibat hukumnya duniawi 

dan ukhrawi. 

 Menurut para fuqaha yang dimaksud dengan jinayah ialah 

perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, 

harta benda, atau yang lain. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai 

kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau 

anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul dan lain 

sebagainya. 

 Dalam Islam masyarakat lebih diutamakan atas perorangan dan 

karena kepentingan masyarakatlah yang lebih dahulukan, oleh sebab itu 

setiap tindak pidana yang dilakukan dapat mengganggu kedamaian dan 

ketentraman masyarakata akan dianggap kejahatan terhadap Allah. 

 Dari beberapa uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara, baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda dan lain sebagainya yang 

perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. 

 Dalam surat Al An’am ayat 151 juga dijelaskan : 
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Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 
kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan 
janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, 
Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah 
kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu 
supaya kamu memahami(nya)17. 
 Dalam hukum positif tindak pidana adalah suatu perbuatan atas 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang 

yang mana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi atau hukuman 

tertentu. 

2. Definisi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam 

Di dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisisan Negara Republik Indonesia pada penjelasan pasal 15 ayat 2 

huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. 

Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-Undang ini 

adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak 

termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, 

atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan 

pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang 

kuno, atau barang ajaib.
18

 

                                                           
17

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 

123. 
18

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 

15 ayat 2. 
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Juga di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 

tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” 

(Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan 

sebagai berikut :
19

 

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 

mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata 

penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), 
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh 

tahun. 

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 

penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang 

nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, 

atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk 

kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-

nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno 

atau barang ajaib (merkwaardigheid). 

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur 

pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) 

yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan 

untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan 

rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan 

atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau 

barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). 

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam 

                                                           
19

 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke 
Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.   
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adalah seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. 

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 

penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata 

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah 

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang 

pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. 

Sedangkan dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan 

kepemilikan senjata tajam tidak didefinisikan secara khusus namun pada 

intinya Islam memerintahkan pada umatnya untuk bermanfaat bagi 

sesamanya dan tidak menyusahkan bahkan meresahkan bagi sesama umat 

manusia. Hadits nabi Muhammad SAW :  

 خيزالٌاص أًفعهن للٌاص

Artinya : Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
orang lain (HR. Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Dishashihkan Al Albani 

dalam As Silsilah As Shahihah)
20

 

                                                           
20

 Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, Kitab Sunan Turmuz}i>, bab Sesama Muslim , 

Hadith No.133 
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  Oleh sebab itu membawa senjata tajam selama mempunyai 

dampak meresahkan termasuk juga mempunyai senjata tajam juga 

merupakan suatu jinayah atau jarimah karena menimbulkan keresahan 

dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga 

melanggar peraturan yang di buat pemerintah. Jarimah ini masuk dalam 

jarimah ta’zir karena tidak diatur secara khusus dalam Al Quran maupun 

As Sunnah. 

Tazir artinya menolak, melarang atau mencegah. Dengan adanya 

hukuman tazir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat 

dikurangi akan tetapi pemgertian tazir yang ada dalam Al Quran bukan 

merupakan suatu hukuman, melainkan berarti memuliakan Allah dan 

RasulNya dengan jalan menolak mendindingnya dari kejahatan-kejahatan 

yang dilancarkan musush kepadaNya. 

Kejahatan meskipun tidak terdapat nas} yang mengaturnya tetap 

tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu 

ketertiban umum sangat dilarang dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan 

bahwa dalam Jarimah Ta’zi>r, ulil amri memiliki kewenangan yang luas 

untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada 

Jarimah Ta’zi>r, Al-Qur’an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci 

dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu 

hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak 
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terdapat aturan dalam nas} jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, 

dari sinilah digunakan kaidah: 

عْزيِْ رُ   يدَُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةْ الَت َّ

Artinya: Hukum Ta’zi>r berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.21
 

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada Hukum 

Pidana Islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru 

yang tidak ada aturan dalam Al-Qur’an dan al-Hadits sehingga bentuk 

kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum 

dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada 

kebijakan ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-

Undang dan peraturan lainnya. 

Penjatuhan pidana pada Jarimah Ta’zi>r bukan semata-mata 

sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian 

bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al 

Mawardi, bahwa “Ta’zi>r adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum 

ditentukan hukumannya oleh syara’ yang bersifat mendidik”.  Maksud 

dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada 

masa yang akan datang. 
22

 Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan 

kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. 

Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai 

                                                           
21

 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49. 
22

 Alie Yafie, et.al, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 

178. 
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penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di 

Indonesia disebut pemasyarakatan.
23

  

B. Macam- Macam Jarimah 

1. Jarimah ( tindak pidana ) didefinisikan oleh Imam Al Mawardi 

sebagai berikut : 

ٌْهاَ بحَِدّاوَْتعَْشِيْز    هَحْظىُْرَاتُ شَزْعِيَّةٌ سَجَزَاللهُ عَ

 Artinya :Segala larangan syara ( melakukan hal yang dilarang dan 
atau meninggalkan hal yang diwajibkan ) yang diancam dengan 
hukuman had dan tazir24 

2. Bentuk jarimah tergantung dari sudut mana kita melihatnya, atau 

aspek yang ditonjolkan, jarimah dapat dibagi menjadi bermacam 

bentuk dan jenis. Macam-macam jarimah sesuai aspek yang dilihat 

terbagi atas :
25

 

a. Dilihat dari pelaksanaannya 

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah 

bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah 

tersebut dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang dilarang 

atau si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Bila 

pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, ia telah melakukan 

perbuatan jarimah secara ijabiyyah, artinya aktif dalam melakukan 

                                                           
23

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12. 
24

 A Djazuli, fiqh jinayah, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997 ), 11. 
25

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 23-25 
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jarimah tadi, atau dalam hukum positif disebut dengan istilah delict 

commisionis.  

Pelaku jarimah jenis ini telah melakukan perbuatan maksiat, 

mengerjakan perbuatan yang dilarang mengerjakannya, seperti 

mencuri, mabuk, berzina dan sebagainya. Bentuk kebalikannya adalah 

si pelaku jarimah salabiyah, artinya pealku pasif, tidak berbuat 

sesuatu atau dalam huku positif dinamai delict ommisionis, seperti 

tidak melakukan salat, tidak membayar zakat dan sebagainya. 

Sebagian ulama dalam kaitannya dengan aspek ini memunculkan 

bentuk campuran antara ijabiyyah (aktif) dan salabiyyah (pasif), 

seperti dicontohkan dalam kasus seperti ini seorang bermaksud 

membunuh tawanan, namun tidak dengan cara membunuhnya, 

melainkan dengan menahan yang bersangkutan di suatu tempat tanpa 

member makan dan minum sampai dia meninggal. Maka si penawan 

tadi didakwa telah membunuh dengan tidak berbuat sesuatu, yaitu 

tidak member makan dan minum. 

b. Dilihat dari niatnya 

Pembagian jarimah dari sudut pandang ini terbagi ke dalam 

dua bagian. Pertama, adalah jarimah-jarimah yang disengaja atau 

jarimah al makshudah yang diniati bahkan direncanakan. Contoh 

adalah seseorang masuk ke dalam rumah orang lain dan bermaksud 

untuk mencuri barang yang ada di dalam rumah.  
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Bentuk kebalikan dari jarimah ini adalah jarimah tidak sengaja 

atau jaraim ghair makshudah, bentuk jarimah ini dapat terjadi karena 

pertama, yaitu karena kekeliruan. Perbuatan karena kekeliruan ini 

sengaja dilakukan, namum hasil yang didapat tidak dikehendaki oleh 

pelakunya.  

Seperti seseorang melempar batu untuk mengusir anjing 

namun batu tersebut malah mengenai orang lain. Celakanya, orang 

lain tersebut adalah karena kekeliruan, bukan kesengajaan, dia hanya 

sengaja melempar batu untuk mengusir binatang tetapi keliru 

hasilnya. Contoh lain adalah seseorang menakut-nakuti dengan 

senjata tetapi senajata tadi mengenai orang tadi. Kedua, karena 

kelalaian, yaitu suatu perbauatan yang sama sekali tidak disengaja, 

baik perbuatan itu sendiri maupun hasil dari perbuatannya. Contoh 

adalah seseorang membakar sampah dengan maksud membersihkan 

lingkungan rumahna, tanpa sepengetahuan api memebesar dan 

membakar sesuatu milik orang lain. 

c. Dilihat dari objeknya 

Aspek yang juga dapat dibedakan bentik jarimah adalah aspek 

korban. Dalam hal ini dapat dibedakan apakan hasil dari jarimah 

tersebut mengenai perorangan atau kelompok masyarakat. Jika 

mengenai perorangan maka jarimah itu disebut jarimah perorangan 

dan jika mengenai masyarakat maka desebut jarimah masyarakat.  
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Sebagian ulama mengatakan jika korban tersebut perorangan 

maka jarimah tersebut menjadi hak adami (hak perorangan), namun 

bila korbannya masyarakat, jarimah tersebut menjadi hak jamaah (hak 

Allah). 

d. Dilihat dari motifnya 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tindak 

pidana yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, pemerintahan, 

atau sesuatu yang bersifat politis. Jarimah politik adalah jarimah yang 

dilakukan dengan maksud politik, yang biasanya dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki tujuan politikuntuk melawan 

pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti 

pemberontakan senjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud 

politis dan sebagainya. Sedangkan jarimah yang tidak bermuatan 

politik disebut jarimah biasa, seperti mencuri ayam, membunuh atau 

menganiaya orang. 

e. Dilihat dari bobot hukumannya 

Para ulama membagi masalah jinayah menjadi tiga bagian. 

Pembagian ini didasarkan pada bobot hukuman yang dikenakan 

terhadap pelaku jarimah. Sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan 

atas ada tidaknya dalam nash Al Quran atau As Sunnah. Namun ada 

pula sebagian ulama yang membaginya menjadi dua bagian karena 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

memasukkan masalah Qishash/diyat dalam kelompok hudud, 

dinataranya Al Mawardy yang mendefinisikan jarimah sebagai berikut  

ٌْهاَ بحَِدّاوَْتعَْشِيْز    هَحْظىُْرَاتُ شَزْعِيَّةٌ سَجَزَاللهُ عَ

Artinya :“larangan-larangan syara yang diancam Allah ta’ala dengan  
hukuman had dan tazir”26

 

Dari definisis tersebut terdapat kata qishash secara ekplisit. 

Oleh karena itu secara implisit qishash masuk dalam kelompok 

jarimah hudud. Hal ini karena qishash/diyat dilihat dari segi 

ditentukannya jenis jarimah dan jenis samksi hukum oleh Al Quran 

atau Hadis Nabi sama halnya dengan jarimah hudud, qishash/diyat 

masuk ke dalam kelompok jarimah hudud.
27

 

C. Unsur-Unsur Perbuatan Jarimah 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dapat 

dikatagorikan delik (jarimah) apabila memenui beberapa syarat dan 

rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikatagorikan menjadi dua : pertama, 

rukun umum, artinya unsure-unsur yang harus terpenuhi pada setiap 

jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi 

pada jenis jarimah tertentu. Adapun yang termasuk unsur-unsur umum 

jarimah adalah berikut ini : 

 

                                                           
26

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006), 49 
27

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 23 
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1. Unsur Formil ( adanya Undang-Undang atau Nas ) 

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan 

pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nas atau 

Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif ini 

disebut dengan azas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak 

dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai 

sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya
28

. 

Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah ar-rukn asy 

syar’I. kaidah yang mendukung unsure ini adalah “tidak ada 

perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada 

hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. 

Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan 

mukallaf sebelum adanya ketentuan nas”.
29

 

2. Unsur Materiil (sifat melawan hukum ) 

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk 

jarimah, baik dengan sikap berbuat atau sikap tidak berbuat. 

Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan ar-rukn 

al-madi. 

3. Unsur Moril ( pelakunya Mukallaf ) 

Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah 

dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan 

                                                           
28

 KUHP Pasal 1 ayat (1) 
29

 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2009),10 
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ar-rukn al-adabi. Haliman dalam disertasinya menambahkan, 

bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat 

dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, 

bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa atau karena 

pembelaan diri.
30

 

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan 

terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji 

persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana 

terjadi. 

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus adalah 

unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda 

unsur khusus pada jarimah yang satu dengan yang lain. Missal pada 

jarimah pencurian, harus terpenuhi unsure perbuatan dan benda. 

Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu 

milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada 

penguasaan pihak yang mencuri.  

Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa 

harta, ada pada tempay penyimpanan yang mencapai satu nisab. Unsure 

khusus yang ada pada pada jarimah pencurian tidak sama dengan unsur 

pada jarimah hirabah, pelakunya harus mukalaf, memebawa senjata, jauh 

dari keramaian dan menggunakan senjata. 

                                                           
30

 Ibid,11 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang 

umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum pada jarimah 

macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsure 

khusus berbeda-beda pada setiap jarimah. 

D. Pengertian Jarimah Ta’zir 

Jarimah Ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

Ta’zir. Pengertian Ta’zir berasal dari kata  َيَ عْزرُِ  -عَزَر  yang secara etimologis 

berarti  ُالرَّدُّوَالْمَنْع , yaitu menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, 

Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh M.Nurul Irfan menjelaskan 

bahwa ta’zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan 

hukumannya oleh shara’ yang bersifat mendidik.
31

 Maksud dari 

“mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa 

yang akan datang.
32

 

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman ta’zir adalah hukuman 

yang belum ditetapkan oleh shara’, melainkan diserahkan kepada ulil 

amri, baik penentuan maupun pelaksanaanya. Dalam penentuan hukuman 

tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. 

Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk 

                                                           
31

 M.Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 
32

 Alie Yafie, et.al, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II, (Bogor:  Kharisma Ilmu, t.t), 178. 
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masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah 

hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.
33

  

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk 

bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk 

hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan 

khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial 

dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada 

keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis 

tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang.
34

 

Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap 

jarimah ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang 

paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih 

hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi ta’zir tidak 

mempunyai batas tertentu.
35

 

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari 

jarimah ta’zir dikarenakan jarimah ini berkaitan dengan perkembangan 

masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu 

berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu 

waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. 

Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu 

                                                           
33

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ( Fikih Jinayah), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), 19. 
34

 Abdur Rahman I Doi,Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14. 
35

 M.Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah...¸143. 
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dianggap maslahat pula pada tempat lain.
36

 Penerapan hukuman ta’zir 

berbeda-beda, baik status pelaku, maupun hal lainnya. Terkait teknis 

pelaksanaan hukuman ta’zir terdapat hadith berikut: 

 

لُوا ذَوِي الَْ  هَا قاَلَتْ قاَلَ رَسُوْلُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أقَِي ْ يْئَاتِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
 عَثَ راَ تِِِمْ إِلََّّ الُْْدُوْدَ.

Artinya : Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda, “Ringankanlah 
hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas 
perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ah}mad).37

 

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini 

kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan 

sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan 

daerahnya masing-masing.
 38

 

Maksud dari dilakukannya ta’zir adalah agar si pelaku mau 

menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. 

Pelaksanaan hukuman ta’zir bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi 

hudud. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya 

majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi ta’zir, tidak 

sampai pada sanksi hudud.
39

 

 

 

 

                                                           
36

 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 75 
37

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006), 493 
38

 M.Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., 141. 
39

 Ibid, 147. 
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E. Macam-Macam Jarimah Tazir 

Dilihat dari hak yang dilanggar jarimah tazir dapat dibagi dalam 

dua bagian : 

1. Jarimah tazir yang menyinggung hak Allah 

2. Jarimah tazir yang menyinggung hak individu. 

Dari segi sifatnya, jarimah tazir dapat dibagi dalam tiga bagian : 

1. Tazir karena melakukan perbuatan maksiat 

2. Tazir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 

umum 

3. Tazir karena melakukan pelanggaran 

Disampinhg itu dilihat dari segi dasar hukum, tazir juga dapat 

dibagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut : 

1. Jarimah tazir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, 

tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti 

pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri. 

2. Jarimah tazir yang disebutkan dalam nash syara tetapi hukumannya 

belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi takaran dan 

timbangan. 

3. Jarimah tazir baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh 

syara, jenis ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulul amri, seperti 

pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 
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Abdul Aziz Amir membagi jarimah tazir secara rinci kepada 

beberapa bagian, yaitu : 

1. Jarimah tazir yang berkaitan dengan pembunuhan 

2. Jarimah tazir yang berkaitan dengan pelukaan 

3. Jarimah tazir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap 

kehormatan dan kerusakan akhlak. 

4. Jarimah tazir yang berkaitan dengan harta. 

5. Jarimah tazir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. 

6. Jarimah tazir yang berkaitan dengan keamanan umum. 

 

1. Jarimah tazir yang berkaitan dengan pembunuhan 

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila 

hukuman mati (qishash) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan 

diat. Apabila diat dimaafkan pula maka ulil amri berhak menjatuhkan 

hukuman tazir apabila itu dipandang lebih maslahat. Kasus lain yang 

berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan tazir adalah 

percobaan pembunuhan apabila percobaan itu dapat dikatagorikan ke 

dalam maksiat. 

2. Jarimah tazir yang berkaitan dengan perlukaan. 

Menurut Imam Malik, hukman tazir dapat digabungkan 

dnegan qishash dalam jarimah perlukaan, karena qishash merupakan 

hak adami, sedangkan tazir adalah sebagai imbalan atas hak 

masyarakat. Disamping itu tazir juga dapat dikenakan pada jarimah 
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perlukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bias dilaksanakan 

karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara. Menurut madhab 

hanafi, syafi’I dan hambali, tazir juga dapat dijatuhkan kepada 

seseorang yang melakukan jarimah perlukaan secara berulang-ulang, 

disamping dikenakan hukuman qishash. 

3. Tazir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 

kerusakan akhlak. 

Jarimah tazir ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina 

dan penghinaan.diantara kasus zina yang diancam dnegan tazir adalah 

perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, 

atau terdapat syubhat pada pelakunya, perbuatannya, dan tempatnya. 

Demikian pula kasus oercobaan zina dan perbuatan-perbuatan pra 

zina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan 

muhrim, tidaur bersama tanpa hubungan seksual. 

Penuduhan zina yang dikatagorikan tazir adalah apabila 

morang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan 

menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) 

dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat tersebut maka 

disebut ghair muhsan. Termasuk juga kepada tazir, penuduhan 

terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan 

zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. 

Demikian pula dengan tuduhan zina dengan kinayah 

(sendirian), menurut Imam Abu Hanifah termasuk pada tazir bukan 
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merupakan hudud. Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina 

digolongkan kapada penghinaan dan stastusnya termasuk pada tazir, 

seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan sebagainya. Panggilan-

panggilan wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik dan semacamnya 

termasuk penghinaan yang dikenakan tazir. 

4. Jarimah tazir yang berkaitan dengan harta 

Jarimah yang berkaitan dengan harta yaitu pencurian dan 

perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah 

terpenuhi maka dikenakan hukuman had, namun apabila syaratnya 

tidak terpenuhi maka pelaku dikenakan dengan hukuman tazir. Yang 

termasuk dalam jarimah ini mmisal percobaan pencurian, pencopetan, 

pencurian yang tidak mencapai nisab, mengghosob dan perjudian. 

Termasuk juga kedalam tazir, pencurian karena ada syubhat, seperti 

pencurian oleh keluarga dekat. 

Jarimah perampokan yang syaratya tidak lengkap juga 

termasuk tazir. Demikian pula jika terdapat  syubhat baik dalam 

pelaku maupun perbuatannya. Contoh adalah perampokan yang 

pelakunya anak dibawah umur atau perempuan menurut Hanafiah. 

5. Jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 

Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti 

saksi palsu, berbohong di depan siding pengadilan, menyakiti hewan, 

melanggar hak privacy orang lain. 
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6. Jarimah tazir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, Jarimah 

tazir yang masuk dalam kelompok ini adalah : 

a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah 

seperti kudeta dan spionase. 

b. Suap 

c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai 

dalam menjalankan kewajiban. Contohnya penolakan hakim 

untuk mengadili suatu perkara. 

d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap 

masyarakat. 

e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang peraturan, 

seperti melawan petugas pajak, penghinaan pada pengadilan 

dan penganiayaan polisis. 

f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan. 

g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel. 

h. Kejahatn yang berkaitan dengan ekonomi, misal penimbunan 

bahan pokok, mengurangi timbangn/takaran, dan menaikan 

harga dengan semena-mena.
40

 

F. Dasar Hukum disyariatkannya Hukuman Ta’zir 

Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak menjelaskan secara terperinci baik 

dari segi bentuk jarimah maupun bentuk hukumannya. Dasar hukum 

                                                           
40

 Ahmad wardi muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 255-258 
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disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta’zir menggunakan kaidah 

sebagai berikut:  

عْزيِْ رُ يدَُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةْ   الَت َّ

Hukum Ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.41 

Maksud dari penjelasan tersebut adalah hukum ta’zir didasarkan 

pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip 

keadilan dalam masyarakat. 

Dasar hukum disyariatkannya hukuman ta’zir terdapat pada 

beberapa hadith Nabi dan tindakan sahabat. Adapun hadits yang dijadikan 

dasar adanya jarimah ta’zir adalah sebagai berikut: 

هِ , أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِ  عَنْ بَ هْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبَيِوِ عَنْ جَدِّ

 .تُ هْمَةٍ 

Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw 
menahan seseorang karena disangka melakukan kesalahan. (HR. al-
Tirmizi)42 
 

Hadith tersebut menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang 

menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan 

untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh kali cambukan. Untuk 

membedakan dengan jarimah hudud, dengan batas hukuman ini maka 

                                                           
41
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dapat diketahui mana jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah 

ta’zir karena jarimah hudud dalam segi hukuman telah ditentukan secara 

jelas baik jenis jarimah maupun sanksinya, sedangkan jarimah ta’zir 

adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh shara’ dan 

diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.
43

 

Sanksi jarimah ta’zir secara penuh terletak pada wewenang 

penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Pertimbangan paling 

utama adalah tentang akhlak. Misalnya saja pelanggaran terhadap lalu 

lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh 

nas.  

Dalam menetapkan sanksi hukuman terhadap jarimah ta’zir, acuan 

utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi 

segenap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Di 

samping itu penegakan jarimah ta’zir harus sesuai dengan prinsip shar’i 

(nas).
44
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